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Abstract: This research want to learn and describe about a couple thing related with financial
format between kabupaten government and nagari government inimplementing fiscal decentraliza-
tion at Kabupaten Tanah Datar. Theresearch question ishow isfinancial format between kabupaten
government and nagari government inimplementing fiscal decentralization. To giveexplanationin
research analysis, thisresearch isadescriptive research with qualitative approach. Data collect by
in-depth interview, observation, and documentation. In thisresearch found that financial pattern or
financial format between kabupaten government and nagari government obtain kabupaten govern-
ment give simultan fund to nagari government every year with different amount in each nagari
based on severa criteria such as population, geographic vast, jorong amount, poor inhabitant
amount and PBB reach. Fund come to nagari also have several type which is operational fund,
empowering fund and development fund. For operational fund, there are arrangements from
kabupaten government so it can observe how the fund used, meanwhile for development funditis
not explicitly how muchit amount but minimum is 100 millionsand maximumis 150 million. Develop-
ment fund Liquefaction mechanism based on proposal submit by nagari government to kabupaten
government viakecamatan. So, basically financial format build refer to PPNo. 72 Year 2005 about
Desa. So, in Tanah Datar Kabupaten it does not know about DAUN / Nagari Allocate Fund but
DAPN / Nagari Development Allocation Fund, in here possible to public participation in nagari
development. Meanwhile the responsibilities notification for fund exertion report to kabupatenis
viakecamatan.

Key words: general allocation funds, local revenue agencies, nagari government, financial
jurisdiction

Awal tahun 80-an, pemikiran tentang perlunya
Undang-undang yang mengatur tentang hubungan
keuangan Pusat dan daerah (HKPD) sudah ada.
Namun demikian, sebagaimanayang kitaketahui
bersama bahwa Undang-Undang No. 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah (PKPD) baru bisa
lahir bersamaan dengan adanyatuntutan reformeas
di berbagai bidang atau setelah berakhirnyaorde
baru dan munculnya orde reformasi. Kemudian
dengan akan bergulirnyawaktu adarevis UU No.
25 tahun 1999 yang dikeluarkannya aturan baru
pengaturan perimbangan K euangan antaraPusat dan
daerah yaitu UU No. 33 Tahun 2004.
Paraadministrator publik sudah sgjak lama
menginginkan adanya reformasi peraturan per-
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undang-undangan di negaraini. Apalagi padaera
modern sagt ini inditus negarasangat membutuhkan
suatu sistem pemerintahan yang bersih dan kuat
(type of a clean or good governance). Parapakar
administras publik mengameati bahwakendati telah
lamadikena dan dikonsums sebagai bahan diskus
terbatas oleh kalangan pendliti dan perguruantingg,
penerapan ide dan konsep good governance pada
indtitus-ingtitus pemerintah di masa-masaawd per-
kembangannyacukup mengalami kesulitan. Ketika
itu pemerintah memiliki kekuasaan yang sanget besar
sehinggadinding-dinding tebal birokras sebagai
instrumen efektif pemerintah danlegidatif di tingkat
lokal dan nasional yang selalu berada di bawah
kontrol mereka sukar ditembus oleh pengaruh-
pengaruh dari luar (Aromatica, et al, 2006; 1-2).
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Erareformas yang ditandai oleh pergantian
rejim pemerintahan yang baru yang dipandang
concern terhadgpreformas totd telah mengantarkan
masyarakat | ndonesi akepadakesadaran baru untuk
mengubah paradigmas sem pemerintahan sentraisik
menjadi desentralistik. Perubahan paradigmasen-
tralisas menuju desentrdisas diawai dengan dike-
luarkannya paket kebijakan otonomi daerah yang
ditetapkan dengan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999
jo UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Isi pokok dari
paket Undang-undang ini adalah pelimpahan ke-
wenangan dari pemerintah pusat kepadadaerah un-
tuk mel akukan penataan kel embagaan dan personil
sertamel aksanakan pengaturan dan pengawasan
fiskd secaraotonom. Dengan demikian dapat dism-
pulkan bahwa paket Undang-undang terssbut mem-
bawa perubahan yang fundamenta dalam hubungan
tata pemerintahan dan tata keuangan, sekaligus
membawa perubahan penting dalam pengel olaan
anggaran keuangan daerah. Banyak pihak berharap
bahwa paket Undang-undang ini dilaksanakan
dengan benar dan perubahan positipkearah sstem
pengel olaan pemerintahan yang didasarkan pada
nilai-nilai dasar good governance yakni transpa-
rand, akuntabilitasdan penegakan hukum betul -betul
mampu diwujudkan.

Implikas langsung dari kewenangan/fungs
yang diserahkan kepada daerah adal ah kebutuhan
danayang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perim-
bangan keuangan (hubungan keuangan) antarapusat
dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai
tugasyang menjadi tanggung jawabnya.

Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan
pel aksanaan desentralisas fiskal telah membawa
konsekuens kepadaperubahan petapenge olaanfis
kal yang cukup mendasar. Perubahan dimaksud
ditandai dengan makintingginyatransfer danadari
APBN ke daerah. Pada tahun anggaran 2002
(dengan periode 9 bulan), transfer danaberjumlah
Rp 34 Trilyun dari total belanja Rp 197 trilyun.
Dengan katalain, sekitar 17 % belanjaPemerintah
Pusat ditransfer untuk dikelola oleh pemerintah
daerah. Jumlahini meningkat tgjam baik nominal
maupun persentasenya. Padatahun anggaran 2002
ini, transfer dalam bentuk dana perimbangan diren-
canakan Rp 98 trilyun, atau sekitar 29 % dari total
APBN.
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Selain dalam bentuk dana perimbangan,
tahun 2002 kepada daerah juga diberikan Dana
Otonomi Khusus dan dana penyeimbang. Dana
Otonomi khusus diberikan kepada Propins Papua
dan dana penyeimbang diberikan kepada daerah
untuk menambah perolehan DAU TahunAnggaran
2002 khusunyabagi daerah yang DAU-nyamenga
lami penurunan dari Tahun Anggran 2001. Untuk
dana penyeimbang ini Kabupaten Tanah Datar
memperoleh transfer danasebesar Rp 1,62 Milyar
dan DAU sebesar Rp. 148,77 Milyar (APBN
2002).

Peningkatan yang cukup signifikan pada
transfer danake daerah melalui dana perimbangan
telah menyebabkan berkurangnyapors danayang
dikel olapemerintah pusat, sebaliknyapors dana
yang menjadi tanggung jawab deerahmedui APBD
meningkat tgjam. Perubahan petapengel olaan fiskal
ini disertai fleksbilitasyang cukuptinggi, atau bahkan
diskres penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber
utamapembiayaan tersebut.

K ebijaksanaan perimbangan keuangan an-
tarapusat dan daerah dil akukan dengan mengikuiti
pembagian kewenangan atau money follows
function. Hal ini berarti bahwahubungan keuangan
antarapusat dan daerah perlu diberikan pengaturan
sedemikian rupa, sehinggakebutuhan pengeluaran
yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat
dibiayal dari sumber-sumber penerimaan yang ada
dan dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas
(Sarjiyo, 2009; 30-31).

Sdlanjutnyadaam rangkapenye enggaraan
desentrdisasi fiskd ini, bebergpadaerah di Proping
SumateraBarat telah mulai menerapkan berbagai
langkah untuk menindak lanjuti peraturan tersebut,
saah satunyaadal ah Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Datar telah melakukan langkah-langkah me-
nuju kearah terlaksananyakebijakan ini secarabaik.
Dalam hal ini selain danaperimbangan dan dana
aokas umum Pemerintah Daerah K abupaten Tanah
Datar jugamendapatkan sumber danadari memu-
ngut pajak (tax Assignment), pemberian bagi hasil
penerimaan (revenue sharing) denpinjamandaerah.

Pendapatan Adi Daerah Kabupaten Tanah
Datar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
yang cukup signifikan hal ini dapat terlihat seperti
padatahun 2000 |alu PAD Tanah Datar hanya se-
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besar Rp 1,7 Milyar tapi kemudian sampai tahun
2004 berhas| meningkatkan PADnyamencapa Rp.
15 Milyar. Hal ini jelas menunjukkan angkayang
cukup besar bagi suatu daerah.

Sdanituterobosanlannyadiddam menum-
buhkan peran sertamasyarakat untuk meningkatkan
kegiatan pembangunan daerah dalam bentuk dana
gimulant sehinggajugaikut mendorong daerahmddui
danagtimulant kepadamasing-masing nagari dengan
danassbesar Rp. 15 Jutauntuk pembangunan nagari
dan Rp. 5 Jutauntuk irigas sehinggadanastimulant
yang diberikan tersebut ternyata mampu mening-
katkan keikutsertaan masyarakat didalam berbagai
kegiatan pembangunan.

Sesual dengan UU Nomor 22 dan 25 Tahun
19990 UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 bahwa
perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam
rangkadesentraisas fiskal mengandung pengertian
bahwakepada daerah diberikan kewenangan untuk
memanfaatkan sumber-sumber keuangan sendiri dan
didukung dengan perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah. Sgjalan dengan pembiayaan ke-
wenangan tersebut, maka pengaturan pembiayaan
daerah dilakukan berdasarkan penyelenggaraan
pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyel engga-
raan pemerintahan berdasarkan asasdesentralisas
dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penye-
lenggaraan pemerintahan dalam rangka pel aksanaan
asasdekonsentras dilakukan atasbeban APBD dan
pembiayaan penyel enggaraan pemerintahan dalam
rangka tugas pembantuan dibiayal ats beban
anggarantingkat pemerintahan yang menugaskan.

Untuk mengatur ssmuapos-pospenerimaan
dan pengd uaran danamakadibutuhkan suatu s stem
pengel olaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel untuk menjamin danayang diperolehdan
dikeluarkan sesual dengan pos-pos nya masing-
masi ng sehinggatidak adakebocoran atau penyele-
wengan dana.

Untuk itu penelitianini akan mencobamen-
jawab bagaimana format hubungan keuangan
antara pemerintah kabupaten dan pemerintah
nagari dalam pelaksanaan Desentralisasi fiskal?

Menurut Richard M. Bird dan F. Vaillancourt
(2000: 4-6) desentralisasi fiskal memiliki tiga
pengertian. Pertama, desentrdisas berarti pelepasan
tanggung jawab yang berada dalam lingkungan
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pemerintah pusat keinstans vertika di daerah atau
ke pemerintah daerah. Kedua, pendelegasian ber-
hubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah yang
bertindak sebagai wakil pemerintah untukmel ak-
sanakanfungg-fungd tertentu atasnamapemerintah.
Ketiga, devolus berhubungan dengan pemberian
kewenangan kepadadaerah untuk mengimplemen-
taskan dan memutuskan apayang perlu dikerjakan.
Secarateoritik, untuk menila konsep desentralisas
sebagal dekonsentrad, pendelegasian, atau devolus
Bird dan Vaillancourt menawarkan duajenismodel
andisis. Jenisanalisisyang pertamaadal ah model
top down dan yang kedua adalah model bottom-
up. Model desentralisasi fiskal dari ataske bawah
(top down) menekankan nilai politis misalnya,
perbaikan pemerintahan dalam kaitannyadengan
kemauan menerimasaran dan partisipas loka dan
efisend dokas ddam pengertian perbaikankesgah-
teraan. Para penganut model ini percaya bahwa
dengan desentralisas maka pengadaan pelayanan
yang efisien dan adil dengan memanfaatkan penge-
tahuan lokal dapat diciptakan. Selain itu, desen-
tralisad jugadiyakini mampu merangsang partispas
demokrasi yang lebih besar. HasiInya, dukungan
masyarakat kepada pemerintah semakin luasdan
dengan demikian stabilitas politik dapat diperbaiki.
Apabilakeba kan-keba kan dan manfaat ini ditam-
bah dengan 99 manfaat yang lain seperti peningkatan
mobilisasi sumber-sumber dan tekanan atas ke-
uangan pusat, peningkatan akuntabilitas, dan pe-
ningkatan ketanggapan dan tanggungjawab peme-
rintah secaraumum tidak mengherankan banyak
orang menganggap desentrdisas merupakan sesuatu
yang sangat berharga.

Sementara itu, model top down menter-
jemahkan desentralisas dari perspektif pemikiran
pemerintah pusat. Desentralisas ddamhd ini diter-
jemahkan dan dilaksanakan ol eh pemerintah pusat
sebagal instumen untuk meringankan beban pusat
dengan mengalihkan defisit ke bawah. Langkahini
merupakan bagian dari keinginan pusat untuk
mencapai tujuan alokas sumberdayadengan lebih
efisenmddui pdimpahan wewenang kepadapeme-
rintah daerah. Dengan katalain maksud dan tujuan
disdenggarakannyadesentraisad fiska membantu
tercgpal nyatuj uan-tuj uan kebijakan dan kepentingan
nasond.
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Sedangkan bagian dari desentralisas fiskal
berkaitan dengan tax assigment (PAD), Revenue
Sharing ( bagi Hasil) dan Grant (Subsidi) berupa
Block grant dan spesific grant (Pratikno,2003; 1).

Dari keduamodel desentralisasi tersebut
akan dikaji kecendrungan format hubungan ke-
uangan pemerintah K abuapten dengan Pemerintah
Nagari daam pel aksanaan desentralisasi fiska.

METODE

Penditiantentang format hubungan keuangan
antarapemerintah kabupaten dan pemerintah nagari
dalam pelaksanaan Desentralisasi fiskal (Kasus.
pemerintahan lokal di Kabupaten Tanah Datar)
merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian deskriptif adalah prosedur
pemecahan masal ah yang disdlidiki dengan meng-
gambarkan, mel ukiskan keadaan subj ek atau objek
penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat danlai-
lain) padasaat sekarang, berdasarkan faktor-faktor
yang tampak, atau sebagalmanaadanya.

Bogdan dan Taylor (M oleong 2000: 3) me-
ngemukakan bahwapeneitian kuditatif yang meng-
hasilkan datadeskriptif berupakata-katatertulisatau
lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.
Penditiankuditatif jugamempunya desain penditian
sementara yang berkembang di lapangan dan
mengandissdatadengan carainduks.

Penelitianini dilaksanakandi kabupaten
Tanah Datar. Pemilihan kabupatenini didasari Untuk
itudipilihnyaK abupaten Tanah Datar dalam pene-
litianini adalah karenaselamaini dinilai berhasil
mengel olakas daerahnyasehinggamampu mening-
katkan Pendapatan Adli Daerahnya sebesar 850
persen. Dengan demikian akan ditelusuri |ebihlanjut
bagaimanaformat hubungan keuangan antarape-
merintah kabupaten dan pemerintah nagari dalam
pelaksanaan Desentralisas fiskal di Kabupaten
Tanah Datar dalam melaksanakan desentralisasi
fiskd.

Ddam pengumpulan datadipilihkey infor-
manyangterdiri dari pejabat tingkat K abupaten dan
Nagari sebagal sumber data. Teknik pengumpulan
datayang digunakan dalam penelitianini adalah
dengan cara: 1) Wawancaramendalam (depth in-
terview), metode wawancaraini dilakukan untuk

15

mendapatkan informasi yang lebih jelasdan men-
daam tentang berbagal aspek yang diperlukanyang
berhubungan dengan permasa ahan penditian. We-
wancaradilakukan dengan beberapa stakehol der
seperti Sekretaris Daerah, Assisten |1, Bappeda,
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Bagian
Infokom; 2) Pengamatan intensif (observas), pe-
ngumpulan data dilakukan dengan menggunakan
metode observasi. Dengan caraini interaks yang
terjadi dalam penelitian dapat direkam tanpaharus
tergantung padadayaingat penditi. Observas dila-
kukan terhadap beberapafaktor Srategisyangrele-
van dengan permasalan pendlitian; 3) Dokumentas.
Pemanfaatan datasekunder, ini adalah teknik pe-
ngumpulan datayang tidak kalah pentingnyadari
teknik sebelumnya, pemanfaatan dokumen-doku-
men berupaAPBD, Renstra, Repetada, Propeda
dan dokumen-dokumen lainya. Sdainitu datasskun-
der lain seperti studi pustakaadalah ha tidak mung-
kindiabaikanddam penditianini.

Andisadataada ah proses penyederhanaan
datakedalam bentuk yang |ebih mudah dibacadan
diinterprestasikan. Dalam penelitianini datayang
akan didapat berupadatakualitatif dan datakuan-
titatif yang didapat dari data-datadokumen. Namun
analisauntuk keduajenis datatersebut dilaku-
kan secaradeskriptif. Data kuantitatif yang di-
peroleh digunakan untuk mendukung deskripsi
kualitatif.

Analisa data dilakukan secara kualitatif
dengan caramenginterprestasikan data, faktadan
informas yang telah dikumpulkan melalui pema-
haman intel ektua dan empirisyang kemudian dikgi
secaradd am sehinggamenghasilakn gambaran dari
datayang sesungguhnya. Anaissdilakukan dengan
menghubungkan dan disesuaikan denganteori yang
digunakan sehinggadapat dihaslkankesmpulandan
rekomendas pendlitian.

HASIL

Pengel olaan keuangan Daerah Di Kabu-
paten Tanah Datar dalam menjalankan otonomi
daerah sekarang ini masih lamban hal ini berkaitan
erat dengan persoa an kelemahan sisteminformasi
keuangan dan akuntansi publik yang dipakai.
Lgporan akuntang publik yang sangat bergunauntuk
penilaian dan pengambilan keputusan pimpinan
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eksekutif lokal hampir tidak pernahtersediasecara
memeadal. Kelemahanini secarasubjektif sebenarnya
bukan murni kesalahan dari pemerintah daerah sgja
melainkan pemerintah pusat jugamemiliki andil

terhadap munculnyahal tersebut. Secaraobjektif

kelambanan dan kesemrawutan pengelolaan
keuangan daerah sangat terkait dengantidak adanya
basi s peraturan hukum yang jelasdari pemerintah
pusat mengenai perombakan sistem akuntansi

pemerintahanlama“warisankoloniad Bdandd’ yang
semangatnya sudah tidak sejalan lagi dengan
kebijakan desentralisas . Padaeraotonomi saat ini

hampir semuapemerintah daerah di Indonesaddam
mengd olakeuangan daerahnyamas h menggunakan
sstemManud Keuangan Daerah (MAKUDA) yang
dasar penetapannya adal ah K eputusan Mendagri

No. 99 Tahun 1980. Sampal saat ini pemerintah
masih menyiapkan perangkat yang akan dipakal

untuk memudahkan pengel ol aan keuangan yang
berbasis komputerisasi sehingga kontrol dan
hubungannyadengan pemerintahan di bawahnya
dalam hal ini pemerintahan nagari menjadi lebih
mudah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah ke
depan prinsip-prinsip Transparan dan Akuntabel
adalah merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai
Good Governance yang dicobaditerapkan. Tanah
Datar sebagai sebuah kabupaten yang luaswila-
yahnyatidak terlalu luasjikadibandingkan dengan
kabupaten-kabupaten lainnyadi SumateraBarat
memiliki Pendapatan Adi Daerah yang kecil juga.
Dimanadaerah yang terkena sebagai daerahyang
memiliki berbagal Stuskebudayaanini danbertumpu
padabidang kepariwisataan ternyatabelum mem-
berikan sumbangan yang maksimal untuk mem-
bangun daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu
membuat berbagal inovas ddam peningkatan PAD
tersebut, dengan sebuah tekad bahwa PAD Tanah
Datar harusmeningkat 2,5 % per tahun dari APBD
hal ini adadaam perdaP2PK D (PerdaPengelolaan
Keuangan Dagerah) di Tanah Datar. Dengan tekad
yang bulat dan penuh tanggung jawab dari semua
unsur Pendapatan Adli Daerah (PAD) Kabupaten
Tanah datar meningkat dengan jumlah yang sangat
besar yaitu mencapai 17 Milyar padatahun 2005.
Berikut adalah tabel Target PAD tahun 2004.
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Tabel 1. Target Penerimaan PAD Kabupaten Tanahdatar
Tahun 2004

No Surber Pergrimean Target Redlisas %

1 Pgak Dagrah 2,377,000000 2532078424 10652

2. Retribus Deerah 3319443000 279371593 8433

3. Hesl Pers Milik Dagrah 5,102,917,048 5558196486 10892
dan hesil Pergelolaen
Kekayaan Daerah yang
Dipissrkan

4. LanLan Perdgpatan
Daereh

Jurleh 15,338,620,608  15,354,887,348
Sumber: Dispenda K abupaten Tanah Datar 2004

4530260560 4465240845 9837

100.11

Padatabel 1 dapat dikatakan bahwajumlah
PAD yang diterimaoleh Kabupaten Tanah Datar
mengaami peningkatanyang cukup sgnifikan. Ada:
pun Usaha-usahayang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan PAD
addah:

1. Meningkatkan pengawasan pada setiap pos
penerimaan sehinggabisamengurangi keboco-
ran penerimaan.

2. Méakukan pendataan potens sumber-sumber
penerimaan yang sudah adamaupun penggdian
potens barul.

3.  Menintengfkan pengihan dan peningkatan moni-
toring.

4. Melaksanakan Cash Management.

Di samping PAD, Kabupaten Tanah Datar
jugamemberikan perhatian terhadap penerimaan
daerah dari PBB. Sebagaimanadiketahui bahwa
PBB merupakan pagak Pemerintah Pusat tel ah dapat
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap
pendapatan daerah. Terkait dengan pelaksanaan
sistem keuangan daerah yang transparan dan akun-
tabel, pemerintah daerah tanah datar telah menyam-
paikan laporan keuangannya secara periodik di
websiteyang merekamiliki dan dapat diakseslang-
sung ol eh seluruh masyarakat. APBD jugadapat
diakseslangsung oleh masyarakat ke pemerintahan
baik ituAPBD yang disahkan, APBD perubahan
dan APBD yang diredlisasikan. Sehinggakitabisa
melihat kemana sajakas daerah itu dibelanjakan.
Penyampaian laporan keuangan ini kepadaumum
menjadi sebuah indikas adanyatransparasi dan
akuntabilitaspemerintah dalam pemakaian anggaran
pendapatan belanjadaerahtersebut. Selainitujuga
gpabiladitinjau dari segi transparans Setigp masya
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rakat jugamemiliki aksesyang cukup luas untuk
mengetahui perkembangan danadi daerah tersebut,
terutamadi tingkat pemerintahan nagari.

APBD yang berbasi spembangunan kema-
syarakatanjugaterlihat ddam APBD Tanah Datar.
Dimanapemerintah Tanah Datar telah memberikan
dana stimulant kepada setiap nagari sebanyak 15
jutarupiah yang penggunaanyadiserahkan sepe-
nuhnyakepada pemerintah dan masyarakat dinagari
tersebut. Terganung dari kebutuhan yang adadi na-
gari tersebut. Disamping itu adajugadana5 juta
rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah daerah ke
nagari untuk membangun saluran irigasi guna
meningkatkan pendapatan pertanian di daerahter-
sebut. Ini sangat baik mengingat masyarakat Tanah
Datar umumnyamasi h hidup dengan mata penca-
harian di bidang pertanian. SehinggaAPBD tersebut
telah tepat sasaran. Berikut dapat digambarkanaur

peneyampaian proposal danaAlokas pembangunan
nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Pengajuan Dupatl Tansh Dafar
Piopeceal Bathnan - Bw Permerirtahan
CAMAT Hagar
Permeganz Fas . Felomendas:
Tramstar N Bupah
Felkering

Gambar 1. ProsesAlur Penyampaian Proposal Dana
Alokasi Pembangunan Nagari Ke Bupati Tanah Datar

PEMBAHASAN

Semangat otonomi daerahtdlah memberikan
kebebasan kepada daerah untuk dapat menentukan
nasib daerahnyaatau kebutuhan daerahnyasesual
dengan karakteristik dari daerahnyasendiri, sedikit
banyak dilihat daerah yang mampu memanfaatkan
peluang yang besar itu untuk berkreativitas mem-
bangun daerahnyadengan kemampuanyang dimiliki
daerahitu. Berbagal upayayang dilakukan daerah
untuk membangun tidaklah merupakan upayapeme-
rintah sendiri tetapi juga merupakan upaya dari
sengenap | apisan masyarakat yang adadi daerah
itu, daerah berlomba-lombameningkatkan Penda-
patan Asli Daerah dengan membuat beberapa
kebijakan yang berkaitan denganretribusi dan pgak
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daerah dan yang lainnyayang dimungkinkan akan
mendatangkan uang bagi daerah.

Salah satu wujud dari desentralisas fiskal
ada ah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi
daerahyang dapat digai dan digunakan sendiri sesuai
dengan potens mas ng-masing. Pengaturan tentang
Pendapatan Asli Daerah diatur dalam UU No. 34
tahun 2004 pasd 6 yang termasuk dalam Pendapatan
Adli Daerah adaah pajak daerah, retribus daerah,
hasi| pengel olaan kekayaan daerah yang dipisahkan
danlan-lan PAD yang sah. Sdanjutnyakewenangan
daerah menyangkut pagjak dan retribusi diatur
dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan
peyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan
ditindaklanjuti peraturan pel aksanaannyadengan PP
Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan
PPNomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus Daerah.

Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah
diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis
pajak dan 28 jenisretribusi. Penetapan jenis pgak
danretribus didasarkan pertimbangan bahwajenis
pajak dan retribus tersebut secaraumum dipungut
oleh hampir semua daerah dan merupakan jenis
pungutan yang secarateoritisdan praktismerupakan
pungutanyang baik. Selainjenispgak danretribus
tersebut, daerah jugadiberikan kewenangan untuk
memungut jenispgak (kecudi proping) danretribus
lainnyasesua kriteria-kriteriatertentu yang ditetap-
kan dalam undang-undang.

Ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan
retribus daerah, sampai saat ini distribus kewena-
ngan perpa akan antaradaerah dengan pusat terjadi
ketimpangan yang relatif besar. Hal ini tercermin
dalam juml ah penerimaan pgjak yang dipungut dae-
rah hanyasekitar 3,45% dari total penerimaan pgjak
(pgjak Pusat dan Daerah). Demikianjugadistribus
pajak antar Daerah jugasangat timpang sekali dan
bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah
mencapai 600 kali). Peranan pajak dalam pembia-
yaan daerah yang sangat rendah dan sangat berva-
riasi jugaterjadi karena adanya perbedaan yang
cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geo-
grafis (berdampak padabiayayang relatif mahal),
dankemampuanmasyarakat. (Mahfud Sdik, 2002: 20).

Akan tetapi semuaitu tentu perlu atauran
yang j el as bagai mana mekani sme pembagian ke-
wenangan antaralevel pemerintah dalam pendis-
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tribusian pendapatan. Di Propinsi SumateraBarat,
Kabupaten Tanah Datar memiliki caratersendiri
ddam perimbangan keuangan dengan pemerintahan
terendah yaitu Nagari (namalain desa), kalau di
Daerah lainnya di Sumatera Barat |ebih dikenal
dengannamaDAUN (DanaAlokas UmumNagari)
yaitu danayang diberikan oleh pemerintah Daerah
kepadanagari berdasarkan kriteria-kriteriatertentu
sehinggamasing-masing nagari akan memperoleh
bagaian yang berbeda antara satu nagari dengan
nagari lainnya. Di Tanah Datar danayang diberikan
kepadanagari itu dinamakan dengan danastimulan
atau DanaAlokas Pembangunan Nagari (DAPN)
yang masing-masing nagari menerimajumlahyang
berbeda. L antas bagaimanaformat perimbangan
atau pemberian danatersebut kepadapemerintah
nagari, apakah diberikan langsung seperti kasus-
kasus di kabaupaten atau nagari lain yang adadi
SumateraBarat?

Kabupaten Tanah Datar memiliki Sumber
keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Adli
Daerah (PAD) dan Bantuan Pemerintah Pusat
berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokas Khusus(DAK) Maupun Proving, danjuga
adadanadari BANK duniatapi tidak termasuk ke
ddamAPBD.

Untuk nagari, sejak tahun 2006-2007
Kabupaten Tanah Datar mel aksanakan pembagian
APBD kepadanagari mengacu kepada PP No 72
Tahun 2005 tentang desadengan memakai konsep
DAPN (dana alokasi pembangunan nagari).
Konsgpnyaini mengacu kepadaADD (Alokas Dana
desa). DimanaAlokas DanaDesa(ADD) terbagi
2 yaitu: danaoperasiona desasebanyak 40% dan
dana pemberdayaan dan pembangunan 60%.
Menurut hasil penditianAmri (2007;1) Alokad Dana
Desayang diterimaoleh masing-masing desa di
Kabupaten Smeulue (NAD) mencapa jumlahyang
sama, yaitu sebesar Rp. 12.000.000,-, tetapi setelah
adanyaADD dternatif pertamamakajumlah aokas
dana terendah yang diterima oleh desa adalah
sebesar Rp.8.996.657,78,-. Sedangkan formula
dternatif keduamenghasilkan danaa okas terbesar
sebesar Rp.25.523.989,68,-. Hasil dari kedua
formulaalternatif tersebut memberikan gambaran
semakin meratanya pendistribusian ADD dan
semakin mengecilnyaketimpangan antar desa.
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Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar, dana
yang dikucurkan ke nagari dibagi menjadi 2 yaitu
biayaoperasional dan danaaokas pembangunan
nagari. Biayaoperasiona diberikan melaui peme-
rintah kecamatan, sedangkan danaalokas pemba-
ngunan nagari diberikan melalui proposal yang
digukan. Proposd dijadikan sebagal acuan bersama
pemerintah kabupaten untuk menyerahkan keuangan
kepadanagari dan kemudian ditambahkan dengan
komponen-komponen lokal.

Daam ha biayaoperasional yang diserah-
kankenagari ditentukan persentase pembagiannya
langsung oleh pemerintah kabupaten. Hal ini
dimaksudkan supayadapat dikontrol dan di awasi
penggunaan danatersebut. Adapun pengaturan dana
tersebut adal ah sebagai berikut ini;

1. 40% untuk pemerintah nagari.

2. 30% untuk BPRN (Operasional 15% dan
Tunjangan 15%)

3. 15% untuk KAN

4. 15% untuk PKK dan LPM

Dengan demikian semuadanayang diperun-
tukkan untuk nagari mekani sme pencairannyadapat
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
kecamatan. Sedangkan mekanismepencairan dana
pembangunan biasanyadilakukan berjenjang dimana
Untuk dana pembangunan tahap | 30%. Syarat
pencairan dananya adalah anggaran pendapatan
nagari tahun 2007, laporan akhir danaa okas pem-
bangunan tahun 2006, rekening nagari, proposa dan
rekomendas dari camat, setel ah itu bahan-bahan
yang sudah dilengkapi diantar langsung kebagian
pemerintahan nagari Kabupaten Tanah Datar.
sedangkan untuk pencairantahap Il sesuai dengan
SPJtahap I, sertauntuk mengambil danaDAPN
masing-masing nagari tahap keduabisadicairkan
setelah SPJ untuk pelaksanaan masing-masing
kegiatan dinyatakan selesal.

Sedangkan dana alokasi pembangunan
diberikan secarabertahap dimanapadatahun 2006:
1. Tahapl 50%

2. Tahapll 40%

3. Tahaplll 10%
Sedangkan tahun 2007

1. Tahapl 30%

2. Tahapll 40%

3. Tahaplll 30%
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Adapun pertanggungjawabannya, untuk
danaoperasiona pertanggungjawaban dilakukan
secaraberjenjang mulai dari tingkat nagari, keca-
matan sampal pertanggungjawaban ketingkat kabu-
paten. Sedangkan danad okas pembangunan nagari,
pertanggungjawabannyadilakukan meaui SPJyang
diminta sebelum mencairkan dana selanjutnya.
Misdnyauntuk mencairkan danatahap |1 diperlukan
SPJdanatahap |, dan selanjutnya. Selainitutingkat
kesadaran masyarakat untuk mebayar PBB juga
diperhatikan dimanaDAPN akan diberikan kalau
masyarakat yang membayar PBB mencapai 80%.

Jumlah danayang diberikan bervarias. Dari
75 nagari adakemungkinan jumlahnyasama, karena
dari hasil kumulasi adayang nilai akhirnyasama.
Namun range nyadari 100-150 juta kalau tahun
2006 antara 85-135 juta, sekarang dicoba untuk
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan nagari. For-
mulaini hampir mirip dengan hasil penditian Amri
yang dilakukan di Kabupaten Simeulue (NAD).

Adacukup banyak formulas untuk menen-
tukan jumlah uang yang akan diserahkan kepada
nagari seperti Jumlah Penduduk, Luas Wilayah,
Jumlah Jorong, Jumlah Penduduk Miskin dan
Pencapaian PBB.

Adapunlangkahawa yang harusdilakukan
nagari untuk mendapatkan dana dari kabupaten
adalah dengan sikap proaktif pihak kabupaten me-
mintakepadamasing-masing nagari untuk mema-
sukkan proposal yang disusun melalui kegiatan
musrenbang nagari. DAPN untuk 2007-2008 misdl-
nyadirencanakan oleh masing-masing nagari untuk
pembangunan di berbagai bidang kehidupan nagari,
proposd yang dig ukan harussesua dengan batasan-
nyabaru nagari bisamengajukan proposal sesuai
dengan hasl musrenbang nagari kekabupatenddam
hal ini ke Bagian pemerintah nagari. Disanaakan
diperiksa apakah proposalnya layak atau tidak,
walaupun ditingkat kecamatan sudah diperiksaakan
tetapi perlu diperiksaulanglagi untuk dapat menen-
tukan apakah program-program yang diusulkan
layak untuk disetujui dan didanal, gpabilaproposal
yang masuk telah disetujui maka dananya akan
dicairkan secarabertahap mddui kecamatan disertal
dengan memberikan peraturan-peraturan semacam-
juklak dan juknis sehingga pel aksanaan kegiatan
dapat berjalan dengan baik.
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Biladitinjau dari segi pengawasan pelaksa
naan kegiatan itu dilakukan pengawasan yang
dilakukan secaraberjenjang. Di nagari, dimungkin-
kan untuk membentuk lembagayang berwenang
menangani masa ah pembangunan, yang dulu dina-
makan LKMD sekarang namanyal. PM atau komite
pembangunan yang berada dibawah pemerintah
nagari dandiawas Badan Perwakilan Rakyat Nagari
(BPRN). Sepanjang adaha-hal yang menyimpang
atau melenceng dari aturan akan ditindak, tapi kalau
Itu sudah disepakati bersamaoleh masyarakat nagari
itu sudah menjadi kebijakan nagari, dan BPRN ter-
libat disana.

Dari kabupaten padaakhir tahun melakukan
monitoring terhadap pel aksanaan dana-dana pem-
bangunanyang adadi nagari. Dari hasil monitoring
tersebut, kususdi tanah datar memberikan reward
bagi nagari-nagari yang dalam pel aksanaannyaber-
jdandenganbaik, sebagai hadiah, reward diberikan
berdasarkan kategori yang tel ah ditetapkan dengan

Kemudian ada penilaian nagari. Apakah
nagari itu baik atau tidak dan akan diberi reward
berupadanatambahan. Ada 3 kategori (padatahun
2006):

1. Peringkat | sebesar 35juta(ada5 Nagari)
2. Peringkat Il sebesar 24 Juta(ada5 Nagari)
3. Peringkat I11 sebesar 15 Juta(ada’5 Nagari)

Dengan mengevauas bebergpahd yaitu:
1. Apakandanaitu secaraadminigratif benar atau

tidak?

2. Apakahdanaitumemancing partispas masya
rakat atau tidak?

3. apakah danapembangunan itu dimanfaatkan
atautidak?

Tujuannyaada ah untuk memotivas nagari agar
bisamemanfaatkan danaitulebih baik lagi sehingga
partisipas masyarakat yang dihargpkantumbuh bisa
lebihbesarlagi. Monitoringitumdibetkentimterpaciu.

Disamping DAPN, SKPD yanglainjuga
semuakegiatannyajugadiarahkan kenagari. Misal-
nyakimpraswil, merekaakan membangunjaan,
jembatanitukan adanyadi nagari. DAPN ini merupa:
kan danayang khususdi kelolaoleh nagari, diluar
itumagh banyak dinaslan yang kegiatannyamenga:
rah ke nagari.

K abupaten Tanah Datar tidek menganut Ss-
tem DAUN (DanaAlokas Untuk Nagari). Konsep
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DAUN berdasarkan pemahaman yang didapat bah-
wasemuakeuangan nagari semuanyaberasal dari
danaDAUN. Misanyadi Kabupaten Solok, setigp
nagari yang adadiberikan danasekitar 250 jutaakan
tetapl semua pendapatan dan belanjanagari berasa
dari danatersebut, sehinggaadanagari yang merasa
tidak puas dengan polaseperti itu dikarenakan ke-
butuhan masing-masing nagari akan sangat berbeda
satu dengan yang lainnya(Kusdarini dkk, 2006; 30).
Hal ini berbedadengan yangterjadi di Tanah Datar.
Memang jumlahyang diberikan |ebih sedikit, namun
ituyang hanyadiserahkan ke nagari pengel olaannya,
akan tetapi adatambahan dari dinaslain yang ada
di kabupaten kepadanagari. Sehingganagari tidak
merasauang yang diterimamenjadikan nagari sulit
untuk membiayal semuapembiayaan nagari.
Tujuan akhir dari sistem itu adal ah bagai-
mananagari itu bisamenjadi nagari yang mandiri,
awad -awa nyadulu kabupaten memberikan kesem-
patan kepadanagari untuk membuat saving dimana
dari dana-danaitu adapersentaseyang harusmereka
saving sehinggabisamenjadi danaabadi bagi nagari.
Kemudian adajugayang untuk ekonomi
produktif, namun dengan ikatan yang begitu kuat
nagari tidak leluasa makanya disepakati untuk
memberikan ruang yang cukup besar bagi nagari
untuk berkreas. Dari hasil monitoring kabupaten,
dengan begitu wali nagari |ebih mudah menggali
partigpas dari masyarakat nagari dengan danayang
hanya20juta, merekabisamemotivas wargauntuk
memberikan partispas lebih sehingganila kegiatan
yang didanai DAPN hanya20juta, nilai akhirnya
bisamencapal 50-80 juta. Sehinggaadaswadaya
dari masyarakat.
Lebihlanjut untuk melihat bagaimanatingkat
partisipas masyarakat dalam meningkatkan pemba:
ngunan mela ui mekanisme musrenbang. Di tingkat
kecamatan masing-masi ng dinas cabang dinas’'UPT
melakukan semacam ankronisad, dimanausulanderi
pemerintah nagari disesuaikan dengan programyang
direncanakan. Setelah itu nanti diusulkan dalam
musrenbang kabupaten, sehingga rencana yang
dibuat pemerintah nagari sesual dengan rencanayang
dibuat oleh kabupaten, dalam hal ini peran kecama:
tan adalah sebagai sebagal fadlitator.
Sdlainitu kabupaten jugapernah memberi-
kanfadlitas dengan mengirimtim untuk menghadiri
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musrenbang nagari, dimana pihak kabupaten
mencobamemberikan masukan-masukan awa ke-
padanagari. Awal nyakabupaten memberikan pe-
mahaman kepada nagari tentang keinginan dan
kebutuhan. Kemudian memberikan panduan kepada
nagari untuk membuat kebutuhan-kebutuhan itu
menjadi dokumen perencanaan, dengan demikian
nagari akan menjadi mandiri dalam menentukan gpa
yang akan dikerjakan kedepan atau di masaakan
datang.

Namun tidak semuausulan nagari itu bisa
tertampung, karenaketerbatasan di nagari berapa
persen keinginan masyarakat yang tercapai dan
bergpayang teredisas, diluar keinginan masyarakat
tersebut, termasuk di dalamnya rancangan dari
SKPD yang lain disampaikan dalam rapat musren-
bang. Sdanituddam rapat jugadimanfaatkan untuk
menyampaikan redisas has| musrenbang sebelum-
nyadan memintapihak-pihak terkait dalam nagari
untuk memformul asikan kebutuhan pembangunan
dalam bentuk yang kongkrit. Usulan yang disam-
paikan tersebut harus di buat secara sistemastis
dengan dasar dandasanyang jelasmisanyaddam
pembangunan jalan, makaharusdijel askan bahwa
jdantersebut terbuat dari gpa, tujuannyaagpasehing-
gamasyarakat mengerti dan mengetahui kesala-
hannya

Akan tetapi kendala muncul di lapangan
dengan melihat sumberdaya yang ada di nagari,
maka pihak kabupaten belum sepenuhnyayakin
masyarakat nagari mamjpu membuat perencanaan
tersebut. Namun ada beberapanagari yang sudah
mampu melakukan hal terssbut sehinggaPadawaktu
musrenbang kecamatan bisamemberitahukan agar
masyarakat yang belum mampu membuat perenca:
naan pembangunan di nagari, supayadapat belgar
kepadanagari-nagari yang sudah mampu membuat
perencanaan pembangunan di nagarinya.

SIMPULAN

Sgdan dengan tuntutan reformas dan demo-
kratisasi di segalabidang, kebijakan pemerintah di
bidang hubungan keuangan pusat daerah juga
menga ami reformad, dan secarabertahap akanterus
disempurnakan sesuai dengan perkembangan
zaman. Arahreformas hubungan keuangan Pusat
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dan Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan keuangan negara dan daerah serta
meningkatkan akuntabilitaspublik.

Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu
Kabupaten yang menerapkan format keuangan
model bottom up terhadap perimbangan keuangan
dengan nagari memberikan keleluasaan kepada
nagari yaitu untuk mengel olakeuangan. Pemberian
uang kepadanagari berdasarkan PPNo. 72 Tahun
2005 tentang desa, yang di Tanah Datar di kenal
dengan DAPN, yang masing-masing nagari akan
memperoleh jumlah yang berbeda-beda berdasar-
kan bebergpakriteriatertentu. Sdlainitu untuk dapat
mencairkan danayang diberikan oleh pemerintah
kabupaten makamasing-masing nagari dimintauntuk
membuat proposal kegiatan pembangunan yang
akandinilal oleh pihak kecamatan dan kabupaten
yang kemudian dapat disyahkan. Dengan demikian,
pertanggung jawaban terhadap pengel olaan ke-
uangan ini dilakukan oleh nagari kepada bupati
melaui kecamatan.

Desentralisasi fiscal pada Pemerintahan
Nagari dengan format ini, ke depan dapat mening-
katkan g/ u pembangunan nagari yang benar-benar
sesual dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
kenagarian.

DAFTAR RUJUKAN

Amri, Isal, (2007), Penerapan Formula Alokasi
Dana Desa (ADD) Di kabupaten Simeulue
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2006, Tesis tidak dipublikasikan,
Yogyakarta: FekultasEkonomikadan Bisnis
Universitas Gadjah Mada.

Aromatica, Desnadkk, (2006), Sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah yang Transparan dan
Akuntabel di Kabupaten Tanah Datar
dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal,
Laporan Pendlitian DanaDIPA Universtas
Andalas Padang.

Bird Richard M., dan Vaillancourt, Francois (Eds),
(2000), Desentralisasi Fiskal di Negara-

21

Negara sedang Berkembang, Jakarta: PT.
GramediaPustakaUtama.

Moleong, Jlexy (2000). Metodologi Penelitian
Kualitatif, Bandung: P.T. Remaja
Rosdakya.

Nugroho, Trilaksono, (2007), Reformasi
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam
Jurna llmiah Administras Publik, Vol V111
No.2.

Sarjiyo, (2009). Dampak Desentralisasi dan
Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah,
dalam Abdul Halim dan Ibnu Mujib (ed),
Problem Desentralisasi dan Perim-
bangan Keuangan Pemerintah Pusat-
Daerah, (Peluang dan Tantangan dalam
pengelolaan Sumber Daya Daerah),
Yogyakarta: Sekolah PascasarjanaUGM.

Sidik, Machfud, (2002) Kebijakan, Implementasi
Dan Pandangan Ke Depan Perimbangan
Keuangan Pusat Dan Daerah, Direktur
Jenderd Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah Departemen Keuangan Rl Seminar
Nasional “Menciptakan Good Gover-
nance demi Mendukung Otonomi Daerah
dan Desentralisasi Fiskal’” Yogyakarta, 20
April 2002.

Sidik, Machfud, (2002). Format Hubungan

Keuangan Pemerintah Pusat Dan

Daerah Yang Mengacu Pada Penca-

paian Tujuan Nasional, Departemen

Keuangan RI, Seminar Nasional “Public

Sector Scorecard” Jakarta, 17-18 April

2002.

Suhadak dan Trilaksono Nugroho, (2007),
Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam Penyusunan APBD di Era
Otonomi, Maang: Lembaga Penerbitan
dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW dan
Bayumedia





